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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat Kekayaan Daerah, Total Aset,
Jumlah SKPD, dan temuan pemeriksaan Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan metodenya maka penelitian ini termasuk
sebagal penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui studi kasus
yang dianalisis dengan melakukan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kota Binjai tahun 2016-2017.Hasl| penelitian ini menyimpulkan bahwa
kekayaan daerah Pemerintah Kota Binjai telah di paparkan secara jelas dan
lengkap pada LKPD Pemko Binjai. Seluruh jenis penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan adli daerah juga secara terperinci dijabarkan secara jelas. Tota
Aset Pemerintah Kota Binjai telah ditampilkan dalam neraca secara lengkap dan
jelas disebutkan nilai dan jenisnya serta dicantumkan dalam lampiran LKPD
Pemko Binjai. Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan. Laporan realias anggaran
per SKPD telah dicantumkan secara rinci, selain itu dari sis pendapatan, belanja,
hingga pencatatan aset per SKPD juga telah dicatatkan dengan lengkap dan
mudah dipahami. Pengungkapan Jumlah temuan pemeriksaan belum optimal,
temuan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu persatu dalam
penyajian laporan keuangan. Rekomendas atas temuan Tim Audit BPK RI belum
seluruhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai.

Kata Kunci : Kekayaan Daerah, Aset Daerah, SKPD, Temuan Pemeriksaan,
Pengungkapan Laporan Keuangan

Vi



ABSTRACT

This study aims to analyze the Regional Wealth Level, Total Assets, Number of
SKPD, and audit findings In Disclosure of Financial Satements of the Binjai City
Government. Based on the method, this study is included as a descriptive study
with a quantitative approach through case studies analyzed by analyzing the
Binjai City Local Government Financial Satements (LKPD) in 2016-2017.The
results of this study conclude that the regional wealth of the Binjai City
Government has been clearly and completely explained in the LKPD of the City
Government of Binjai. All types of regional tax revenues, regional retributions,
the results of management of separated regional wealth and other regional
revenues are also clearly described in detail. The regional assets of the Binjai City
Government have been displayed in the balance sheet in full and clearly stated the
value and type and are included in the attachment of the Binjai City Government
LKPD.The total SKPD was reported. The budget realiation report per SKPD has
been included in detail, in addition to the income, expenditure, and recording of
assets per KPD, it has also been completely and easily understood.Disclosure
The number of audit findings is not optimal, the findings of the previous year and
the current year are not mentioned one by one in the presentation of financial
statements. Recommendations on the findings of the BPK RI Audit Team have not
been fully followed up by the Regional Government of Binjai City

Keywords: Regional Assets, Regional Assets, SKPD, Audit Findings,
Disclosure of Financial Satements
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformas akuntansi dalam organisas sektor publik terutama di
pemerintahan, telah dicanangkan sgjak awal tahun 2000an yaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar
akuntansi pemerintah (SAP) kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi
pemerintah berbasis full akrual. Hal ini menjadi momentum yang sangat dinanti
dalam perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia, di mana selama lebih dari 60
tahun Indonesia menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis kas.

Bila dibandingkan dengan basis kas, basis akrual lebih memiliki banyak
kelebihan diantaranya yaitu basis akrual mengakui transaks pada saat transaks
itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal
inilah yang paling penting yang tidak bisa ditemukan jika menggunakan basis kas,
sehingga dengan basis kas cenderung untuk tidak mencerminkan jumlah kas yang
yang tersedia. Tentunya permasalahan basis akuntans dalam pencatatan |aporan
keuangan sangat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah.
Dengan di terbitkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentunya akan membantu
pemerintah untuk mewujutkan tercapai nya proses akuntabilitas dan transparans di

pemerintah, sehingga tercipta good governance.



Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan akan
terbebas dari KKN yang tentunya akan terlihat dari hasil audit dari BPK. Opini
BPK tentunya akan didukung dengan banyaknya informas yang diungkapkan
laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian tidak semua pemerintah
daerah mengungkapkan semua informasi yang harus diungkapkan dalam laporan
keuangan pemerintah daerah.

Dalam kerangka konseptual dijelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi
dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana laporan
keuangan menygjikan secara lengkap informas yang dibutuhkan oleh pengguna.
Dimana pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan
keuangan dapat disgikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini
akan memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan.

Tabel 1.1 Opini Audit BPK atas L KPD Pemerintah Kota Binjai Tahun 2010-

2017
No Tahun Opini BPK
1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5 2014 Wajar Tanpa Pengecualian DPP (WTP-DPP)
6 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7 2016 Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
8 2017 Wajar Tanpa Pengecuaian(WTP)

Sumber : Pemerintah Kota Binjai, 2018
Padatabel 1.1 di atas dapat dilihat, terjadi fluktuasi opini yang disampaikan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana pada tahun 2010-2013 Pemerintah
Kota Binjai mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2014

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-



DPP), tahun 2015 kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
dan tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kota Binjai berhasil memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fenomena yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang
memperoleh opini adverse dan disclaimer karena penyusunannya belum sesuai
dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang
disyaratkan. Namun, apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh
opini WTP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang
benar-benar baik. Hal ini mash menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.
Apakah laporan keungan yang di hasilkan oleh pemerintah telah mencerminkan
pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik. Terdapat
beberapa variabel yang dapat digunakan dalam melihat pengungkapan laporan
keuangan suatu pemerintah daerah, antaralain kekayaan daerah (PAD), total aset,
jumlah SKPD, dan faktor temuan audit.

Kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansia pemerintah
daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wailayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
yang seusuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004). Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribus daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan adli
daerah yang sah. Dari rekomendas hasil audit BPK RI, masih terdapat beberapa

temuan yang harus ditindaklanjuti dalam hal pengel olaan kekayaan daerah.



Total aset menunjukkan ukuran daerah, aset merupakan jumlah sumber daya
yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut.
Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan
entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya
yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Tetapi,
jumlah aset yang besar sering menjadi kendala dalam melaporkan laporan
keuangan bagi pemerintah di Indonesia karena belum semua aset yang dimiliki
pemerintah dicatat dengan baik. Sehingga semakin besar jumlah aset semakin sulit
dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan. Dari rekomendas hasil audit
BPK RI, mash terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti dalam hal
pengel olaan aset daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunjukkan kompleksitas
pemerintah daerah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjaankan
kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.
Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar
untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan
yang dilakukan pemerintah. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang
menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak
urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks
pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang
dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks

pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.



Beberapa permasalahan yang terjadi seperti belum optimalnya pengelolaan
kekayaan daerah dilihat dari tidak tercapainya seluruh target pendapatan yang
sudah dianggarkan. Pencapaian redlisasi anggaran baik pendapatan dan belanja
menjadi permasalahan yang hampir terjadi pada sebagaian besar pemerintahan
daerah. Permasalahan selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan aset
tetap, yang dapat dilihat dari mulai pengadaan, pencatatan hingga pelaporan.
Permasalahan temuan audit merupakan rekomendas dari auditor dalam rangka
perbaikan penatausahaan keuangan pemerintah daerah, dapat dijadikan bahan
masukan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Selanjutnya, besar kecilnya
jumlah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada membutuhkan
pengelolaan penatausahaan keuangan yang baik. Semakin besar jumlah SKPD
yang ada, maka semakin besar pula permasal ahan yang akan dihadapi.

Menurut Na’im (2000) Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) . Dalam
kualitas informasi keuangan terdapat dua jenis pengungkapan (disclosure)
yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut adalah
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) merupakan pengungkapan yang
diwgjibkan peraturan pemerintah dan pengungkapan sukarela (voluntary
disclosure) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan
(Haryadi, 2015).

Secara umum, terdapat 3 (tiga) konsep mengenai luas pengungkapan

laporan keuangan yaitu adequate, fair, full disclosure. Konsep yang paling



sering digunakan adalah adequate disclosure (pengungkapan cukup), yaitu
pengungkapan minim yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana
pada tingkat ini investor dapat menginterpretaskan angka-angka dalam
laporan keuangan. Konsep fair disclosure (pengungkapan wajar) mengandung
sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor
potensial. Sedangkan full disclosure (pengungkapan penuh) memiliki kesan
penyajian laporan keuangan yang berlebihan sehingga banyak pihak
berpendapat bahwa full disclosure merupakan konsep yang dapat merugikan
perusahaan. (Haryadi, 2015).

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan
pada pertimbangan atas:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Efektivitas Pengendalian Intern;

w

Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).

Berdasarkan pertimbangan di atas Sebagaimana yang telah diatur di
dadam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan
empat jenis opini, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion);
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion);
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion);

4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).



Pengungkapan (disclosure) merupakan hal yang sangat penting dalam
pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan. Begitu
pentingnya peran pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan,
pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen
dikarenakan informasi pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki
konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan.
Karena para pengguna laporan keuangan memerlukan pengungkapan yang
lengkap untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disgjikan
dalam laporan keuangan. Dengan adanya pengungkapan (disclosure) yang
lengkap, menjadi penilaian penting dalam diperolehnya penilaian wajar tanpa
pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pengungkapan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenal  “Analisis Tingkat Kekayaan Daerah, Total Aset,
Jumlah SKPD, dan Temuan Pemeriksaan Dalam Pengungkapan

L aporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai”.

B. ldentifikas dan Batasan Masalah

1. Ildentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan dalam
penelitianini antaralain:

a. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah dilihat dari tidak

tercapainya seluruh target pendapatan yang sudah dianggarkan.



b. Belum optimalnya pengelolaan aset tetap pada satuan kerja yang
kurang tertib.
c. Besarnya jumlah SKPD vyang ada membutuhkan pengelolaan
penatausahaan keuangaan yang baik.
d. Mashrendahnyatingkat tindak lanjut hasil temuan audit BPK.
2. Batasan Masalah
Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka perlu adanya
pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai yang dilihat dari

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan indentifikas masalah di atas, maka penulis merumuskan

masalah yaitu:

1. Apakah kekayaan daerah (PAD) telah diungkapkan secara lengkap dalam
laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai?

2. Apakah total aset telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan
keuangan Pemerintah Kota Binjai?

3. Apakah jumlah SKPD telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan
keuangan Pemerintah Kota Binjai?

4.  Apakah temuan audit telah diungkapkan secara lengkap dalam laporan

keuangan Pemerintah Kota Binjai?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis pengungkapan kekayaan daerah (PAD) dalam
laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
b. Untuk menganalisis pengungkapan total aset dalam laporan keuangan
Pemerintah Kota Binjai.
c. Untuk menganalisis pengungkapan jumlah SKPD dalam Iaporan
keuangan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
d. Untuk menganaliss pengungkapan temuan audit dalam laporan

keuangan Pemerintah Kota Binjai.

2.  Manfaat Penelitian
Hasll yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagal berikut :

a  Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan
mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Bagi LembagaYang Diteliti

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan

mampu memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluas terhadap
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perkembangan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan
pemerintah daerah

c.  Bagi llmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan
sebagal referens untuk penelitian sektor publik selanjutnya terkhusus
tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam

laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Keadian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Asyrofi (2016).
Andlisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah (studi atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/
kota di pulau jawa tahun anggaran 2014). Adapun variabel yang diteliti yaitu
kekayaan daerah (PAD), total aset, dan jumlah SKPD.

Populasi yang diteliti adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Dalam pengambilan sampel,
digunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh data peneitian
sebanyak 103 laporan keuangan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kekayaan daerah
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset dan temuan
pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Sedangkan variabel jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap



tingkat pengungkapan LKPD. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian

No. | Keterangan Peneliti Terdahulu Peneliti Sekarang
1 |Lokas Pemerintah Daerah se- Kota Binjai
Penelitian Pulau Jawa
2 | Tahun 2014 2018
Penelitian
3 | Variabel Dependen variabel Dependen variabel
penelitian Pengungkapan laporan Pengungkapan laporan
keuangan pemerintah keuangan pemerintah
daerah daerah
Independen variabel Independen variabel
Kekayaan daerah (PAD), | Kekayaan daerah (PAD),
Total aset, dan Total aset,
Jumlah SKPD Jumlah SKPD
Temuan audit
4 | Data 2014 2016-2017
Penelitian
5 | Metode Regres Linier Berganda | Analisis Deskriptif
Andlisis Kuantitatif

Berdasarkan perbedaan-perbedaan lokas, tahun pendlitian, data, metode
analisis, serta penambahan variabel temuan audit yang digunakan menjadikan

perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Akuntans Keuangan Daerah

Secara umum akuntans dibedakan atas akuntans sektor privat dan
akuntansi sektor publik (Erlina, 2013).

a. Akuntans Komersil Perusahaan (Commercial Accounting)

Akuntansi komersial merupakan akuntansi yang digunakan untuk
mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari
keuntungan atau laba. Dalam akuntans komersial, dikenal adanya proses
pencatatan buku harian, penjurnalan, posting ke buku besar, pembuatan
neraca saldo, pembuatan neraca lajur, pembuatan neraca akhir dan laba
rugi. Laporan keuangan dimaksud adalah laporan neraca, laba rugi, arus
kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk menuju
laporan tersebut, dibutuhkan keahlian akuntansi agar laporan yang disgjikan
sesual dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh profes akuntan.
Keahlian akuntansi dimaksud adalah keahlian berupa pengenalan laporan
neraca dan pos-pos neraca seperti aktiva, utang dan modal, laporan laba rugi
dan pos-poslabarugi seperti, pendapatan dan beban.

b.  Akuntans Sektor Publik.

Akuntansi Sektor Publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk
mencatat peristiwa ekonomi pada organisas nonprofit atau nirlaba. Secara

sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisas

12
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sektor publik, seperti partai politik, magid, puskesmas, rumah sakit, sekolah
atau univerdtas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat.
Dalam praktek keseharian, pengelola entitas ekonomi perlu memiliki
keahlian akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan
standar akuntas keuangan sektor publik atau yang lebih dikenal dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibedakan atas:
(a) Akuntansi Pemerintahan dan (b) Akuntansi Sosial.

c. Akuntans Pemerintahan (Governmental Accounting)

Dalam akuntans pemerintahan, data akuntans digunakan untuk
memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah
kepada pihak eksekutif, legidatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntans
pemerintahan dibedakan atas akuntans pemerintah pusat dan akuntans
pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah.
Akuntans pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provins dan
akuntans pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah adalah
akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas
ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah.

d. Akuntans Sosial (Social Accounting)

Akuntans sosiad merupakan bidang akuntans khusus untuk
diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian
nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat
peristiva ekonomi pada organisas nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana,

akuntansi sosial ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti
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partai politik, magid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universtas, dan
lembaga swadaya masyarakat.
Berdasarkan klasifikas di atas, kedudukan akuntans keuangan daerah

(akuntansi pemerintah daerah) dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

‘ Akuntansi ’
|

Akuntansi Komersil H Akuntansi Sektor Publik ’

‘ Pemerintah J { Sosial ’

‘ Pusat ’ ‘ Daerah J

[ |
‘ Kota ’ ‘ Kabupaten ’

Gambar 2.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daer ah
Sumber: Elina (2013)
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Standar Akuntans Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntansi Indonesia, dinyatakan bahwa “Laporan keuangan bagian dari
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disgjikan
dalam berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana),
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal

dari laporan keuangan.
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Di samping itu juga termasuk skedul dan informas tambahan yang
berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri
dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” Dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan dengan
jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah harus disgjikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti
penting Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang otonomi yang terbaru,
yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga
menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
standar akuntans pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat dismpulkan bahwa standar akuntans
pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaporan keuangan dalam
pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2005, Pemerintah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntans Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaks yang dilakukan oleh suatu entitas pel aporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud
entitas pelaporan adalah: Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntans yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menygjikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang
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bertujuan umum, yang terdiri dari: (a)Pemerintah pusat (b)Pemerintah daerah
(c)Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
pusat (d)Satuan organisas di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisas
lainnya, jika menurut peraturan perundangundangan satuan organisasi dimaksud

wajib menyajikan |aporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh
entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kota/
Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten terdiri
dari: 1)Laporan Realisas Anggaran (LRA) 2)Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3)Neraca 4)Laporan Operasional (LO)
5)Laporan Arus Kas (LRA) 6)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7)Catatan atas
Laporan Keuangan (CALK).

Secara garis besar, Laporan Keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi
tigayaitu:
a.  Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Report)

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan SAL
b.  Laporan Financial (Financial Report)

1) Neraca
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2) Laporan Operasional
3) Laporan Perubahan Ekuitas
4) Laporan Arus Kas

c. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisas Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pel aporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisass Anggaran
terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing
unsur dapat dijelaskan sebagai berikuit:

1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

2) Belanja adalah semua pengeluaran olen Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di-

peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
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4)

b.
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Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perim-bangan
dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestas. Pengeluaran pembiayaan
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh

pemerintah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran L ebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menygikan secara

komparatif dengan periode sebelum-nya pos-pos berikut ini:

1)
2)
3)
4)

5)

Saldo Anggaran Lebih Awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjaan;
Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;

Saldo Anggaran Lebih Akhir.
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Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewagjiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh

neraca terdiri dari aset, kewgjiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

1)
2)
3)
4)

5)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sgjarah dan budaya.

Kewagjiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selish antara
aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

Kas dan setara kas

Investas jangka pendek

Piutang pajak dan bukan pajak

Persediaan

Investas jangka panjang



6)
7)
8)

9
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Aset tetap
Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka panjang

Ekuitas

L aporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pel aporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. Pendapatan LO adalah hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersh dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban darikegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi
atau potens jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat merupakan pengel uaran atau konsums aset atau timbulnya kewajiban.
Transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional,bila ada

Pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaks yang bukan merupakan
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operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6) Surplug/defisit-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu
entitas pelaporan dapat dianaliss menurut klasifikas ekonomi atau klasifikas
fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-
pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos
dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-
faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifatsertafungsi
komponen pendapatan-L O dan beban.

Daam laporan operasiona yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban,
beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban
penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor,beban transportasi, dan beban ggji
dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungs dalam

suatu entitas pelaporan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyagjikan sekurang-kurangnya pos-pos
berikut ini:
a)  Ekuitasawal.
b)  Surplugdefisit-LO pada periode bersangkutan.
c) Koreksi-koreks yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,yang antara

lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
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kebijakan akuntansi dan koreks kesalahan mendasar, misalnya: koreks
kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya.
d) perubahannilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
e)  Ekuitasakhir.
Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari
unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

f. Laporan ArusKas
Laporan arus kas menyajikan informas kas sehubungan dengan aktivitas
operas, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambar-kan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama
periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua diran kas yang masuk ke Bendahara Umum
Negara/Daerah.
b)  Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum
Negara/Daerah.
Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan
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saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informas ini disgjikan untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai
dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah
satu komponen laporan keuangan pokok. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan
laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan
pemerintah pusat dan daerah, atau organisas lainnya jika menurut peraturan
perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisas dimaksud wajib
menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan Negara/daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntans yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas
pelaporan tersebut terdiri dari:

a)  Pemerintah Pusat

b)  Pemerintah Daerah

¢) Masing-masing kemeterian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
pusat, dan

d) Satuan organisas di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
lainnya, jika menurut peraturan perundangan satuan organisas dimaksud
wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan aruskas

adalah unit organisas yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan
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oleh fungs akuntans DPKD. Unit organisas yang mempunya fungs
perbendaharaan adalah unityang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah
dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah. Berdasarkan penjelasan ini dapat
dismpulkan bahwa yang berkewajiban membuat laporan arus kas adalah entitas
pelaporan sedangkan entitas akuntansi yaitu masing-masing SKPD yang ada di
Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewajiban menyusun laporan arus kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkanaktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan nonanggaran/transitoris. Klasifikas arus kas menurut
aktivitas operasi, investas aset nonkeuangan, pendanaan, dan nonanggaran
memberikan informas yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai
pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posis kas dan setara kas pemerintah
daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluas hubungan
antar aktivitas operasi, investas, pendanaan, dan nonanggaran/transitoris.

Satu transaks tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas,
misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan
bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikaskan ke daam aktivitas
pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikaskan ke dalam
aktivitas operasi, kecuali bunga yang dikapitalisir akan diklasifikasikan ke dalam
aktifitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka

laporan arus kas dapat disgjikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan
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anggaran tersebut. akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang
berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaks
nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas

operasi, investas aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

g. Catatan AtasLaporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisas Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasitentang kebijakan
akuntans yang dipergunakanoleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntans
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disgjikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisas Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Arus Kas harus mempunyai referens silang dengan informas terkait dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Referens silang antara CalLK, Neraca, LRA,
Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas artinya harus ada relevansi, korelas
atau keterkaitan dan konsistens antara unsur-unsur di Laporan Keuangan dengan
CalLK tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disgjikan dalam Laporan Realisas
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Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional dan Laporan Arus Kas.

Termasuk pula ddam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menygjikan informas tentang penjelasan
pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara
lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

2) Informas tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi
makro.

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

4) Informas tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya.

5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan pada lembaran
muka laporan keuangan.

6) Informas yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



27

7) Informas tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disgjikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menygjikan rincian dan penjelasan
atas masing-masing pos dalam Laporan Realisas Anggaran,Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasanatas Laporan Realisas Anggaran disajikan
untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai
berikut:

1) Anggaran;

2) Redlisasi;

3) Prosentase pencapaian;

4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

5) Perbandingan denganperiode yang lalu;

6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

7) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikas ekonomi, organisas, dan
fungsi;

9) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

10) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

4.  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Standar Akuntans Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntans yang

diterapkan dalam menyusun dan menygjikan laporan keuangan pemerintah (PP
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Nomor 71 Tahun 2010). SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang
setidaknya meliputi Laporan Readlisas Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar |aporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Suryani (2016) menyatakan guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas,
pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntans
LKPD sesual dengan standar yang berlaku, yaitu SAP. Pengungkapan dalam
laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)
(Suhardjanto, 2011). Mandatory Disclosure merupakan pengungkapan informasi
yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh
badan otoriter. Voluntary Disclosure merupakan pengungkapan yang disgjikan
diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informas bagi
pengguna laporan keuangan.

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus
melaporkan secara akurat informas yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010

Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adal ah:
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a.  Pendahuluan (Penygjian informas umum tentang entitas pelaporan dan
entitas akuntansi);

b. Penyagjian informas tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan
ekonomi mikro;

c.  Penygjianikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan

d. Dasar penygjian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntans
keuangan;

e. Penyagjian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f. Pengungkapan lainnya;

g. Penutup
Tingkat pengungkapan pada LKPD disesuakan dengan tingkat

pengungkapan pada PSAP.

5.  Kekayaan Daerah

Berdasarkan teori stewardship maka pemerintah daerah berusaha
menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melaui hasil kekayaan
yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga berupaya mengungkapkannya
dengan lebih baik pada laporan keuangannya (Khasanah, 2014). Pemerintah
daerah juga memiliki Pendapatan Adli Daerah (PAD) beragam yang salah satunya
tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Kekayaan pemerintah daerah
diproksikan dengan pendapatan adi daerah (PAD). PAD sebaga salah satu

penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan
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tingkat kemandirian daerah (Santosa, 2005). Sumber PAD yang utama adalah
pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah.
Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipas
masyarakat dalam membayar pajak dan retribus daerah, sehingga Pemda akan
terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan

keuangannya agar transparan dan akuntabel (Setyaningrum, 2012).

6. Total Aset

Daam PSAk No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan
semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud
maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan
manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut/ manfaat ekonomi masa depan
yang terwujud dalam aset adalah potens dari aset tersebut untuk memberikan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada
perusshaan. Dalam pernyataan Standar Akuntanss Keuangan (PSAK) yang
berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adaah sumber daya yang dikuasai
oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan
menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan.

Total aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat
ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
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masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber — sumber daya karena aasan

sgjarah dan budaya ( Heriningsih, 2013).

7. Temuan Pemeriksaan

Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses
identifikas masalah, analisis, dan evaluas yang dilakuakan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilal
kebenaran, kecermatan, kreadibilitas dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara
dilakukan oleh BPK dengan memeriksa keuangan, kinerja, serta pemeriksaan lain
dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan BPK tersebut berupa temuan,
opini, kessimpulan, serta dapat pula berbentuk rekomendasi.

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada
laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisas laporan
serta terindifikas sebagali suatu pelanggaran. Menurut 1SO 9000, temuan audit
adalah hasil evaluas dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.
Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan
kriteria audit atau mendapatkan peluang perbaikan. Ketidaksesuaian tersebut
merupakan penyimpangan dengan adanya bukti obyektif atas kriteria audit yang
ditetapkan. Auditor harus menginvestigasi secara tepat untuk menetukan kriteria audit
yang dilanggar dan menentukan rekomendasi tindakan perbaikan (Zulfikar, 2013).

Kualitas perumusan opini bergantung pada kualitas audit yang dilaksanakan.
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Menurut Bawono (2010) kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan
tugasnya yang tercermin dalam hasil auditnya yang dapat diandalkan sesuai

dengan standar yang berlaku.

8.  Jumlah SKPD

Diferensias fungsional atau sering disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungs eksekutif yang harus berkoordinas agar
penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. SKPD merupakan entitas
akuntans yang wajib melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi yang terjadi
di lingkungan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan
bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang diwagjibkan menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Necara SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) untuk
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Peneliti mencoba menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proks untuk
menjelaskan kompleksitas.

Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan
menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. Semakin
kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk
membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang
dilakukan pemerintah. Peneliti mencoba menggunakan jumlah SKPD sebagai
sadlah satu  proks untuk menjelaskan kompleksitas. Jumlah  SKPD

menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam
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membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah

daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya.

Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan

tersebut.

B.

Pendlitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No. Nama
(Tahun) Judul Variabel Model Hasll
Anadisis
1. | Amirudd | Andlisis faktor- | Variabel Y Regres Kekayaan daerah
inZul faktor yang | Pengungkapan Linier berpengaruh signifikan
Hilmi mempengaruhi Laporan Keuangan terhadap tingkat
(2011) tingkat pengungkapan laporan
pengungkapan Variabd X keuangan pemerintah
laporan 1. Kekayaan Daerah provins. Tingkat
keuangan 2. Tingkat ketergantungan tidak
pemerintah K etergantungan berpengaruh signifikan
provinsi 3. Total Aset terhadap tingkat
4. Jumlah pengungkapan laporan
Penduduk keuangan pemerintah
5. Jumlah SKPD provins bahwa aset
6. Jumlah Temuan tidak berpengaruh
7. Tingkat signifikan terhadap
Penyimpangan tingkat pengungkapan
laporan keuangan
pemerintah  provins
Jumlah penduduk
berhubungan  positif
dan signifikan
terhadap tingkat

pengungkapan laporan
keuangan pemerintah
provinsi. Jumlah
SKPD tidak
berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan
laporan keuangan
pemerintah  proving
Jumlah temuan BPK
dadam audit LKP
berhubungan tidak




34

signifikan
mempengaruhi tingkat
pengungkapan Tingkat
penyimpangan

berpengaruh  positif
dan signifikan
terhadap tingkat

pengungkapan laporan
keuangan pemerintah

provinsi.
Sucahyo | Faktor- Faktor | Variabe Y Regres Hasl pendlitian ini
Herining | Yang Pengungkapan Linier menunjukkan :
sh Mempengaruhi | Laporan Keuangan 1.Karakteristik
(2013) Tingkat pemerintah di  ukur
Pengungkapan Variabel X dengan menggunakan
Laporan 1. Karakteristik tingkat ketergantungan
Keuangan Pemerintah : yang ditunjukkan
Pemerintah - Tingkat dengan tingkat
Daerah K etergantungan dgnifikansi  sebesar
- Total Aset 0,528 vyang berarti
menunjukkan  secara
2. Tingkat statistik tidak
Akuntabilitas berpengaruh terhadap
Pemerintah: tingkat pengungkapan
- Opini auditor laporan keuangan
- SPI laporan pemerintah daerah.
keuangan 2. Tingkat
pemerintah daerah akuntabilitas
- Kepatuhan terhadap pemerintah daerah
Perundang-undangan (opini  audit, tingkat
- LKPD penyimpangan
terhadap SPI, dan
penyimpangan
terhadap  perundang-
undangan) secara
statistik tidak
perpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan
laporan keuangan
pemerintah daerah
(LKPD) kabupaten
dan kota di Indonesia.
Fegy Andlisis faktor- | Variabd Y Regres Hasil andisis regres
Yuliant | faktor yang | Pengungkapan Linier menunjukkan  bahwa
(2017) mempengaruhi Laporan Keuangan pendapatan  transfer
tingkat berpengarun  positif
pengungkapan Variabel X terhadap
wajib dalam | 1. Pengungkapan pengungkapan wajib
laporan Waqjib, dalam laporan

keuangan

2. Kekayaan

keuangan pemerintah
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pemerintah Pemda, daerah. Hal ini berarti
daerah(studi 3. Umur tingginya pengawasan
pada pemerintah Administratif dari pemerintah pusat
kabupaten/kota Pemda menuntut  pemerintah
di indonesia) 4. Pendapatan daerah menyagjikan
Transfer, informasi yang lebih
5. Standar banyak terkait
Akuntans penggunaan
Pemerintahan pendapatan  transfer
(SAP), tersebut dan
6. Laporan meningkatkan kualitas
Keuangan laporan keuangannya.
Pemerintah Sementara  kekayaan
Daerah. pemda dan umur
adminigtratif  pemda
tiddk  mempengaruhi
tingkat pengungkapan
wajib dalam LKPD.
M. Analisis faktor- | Variabd Y Regres Hasil  penelitian ini
Zaenudd | faktor yang | Pengungkapan Linier menunjukkan  bahwa
in mempengaruhi Laporan Keuangan kekayaan daerah
Asyrofi | tingkat berpengaruh  positif
2016. pengungkapan Variabd X terhadap tingkat
laporan 1. Kekayaan daerah pengungkapan LKPD.
keuangan 2. Total aset Total aset dan temuan
pemerintah 3. Temuan pemeriksaan
daerah  (studi pemeriksaan berpengaruh  negatif
atas laporan | 4. Jumlah SKPD terhadap tingkat
keuangan pengungkapan LKPD.
pemerintah Sedangkan  variabel
kabupaten/ kota jumlah  SKPD tidak
di pulau jawa memiliki pengaruh
tahun anggaran signifikan terhadap
2014) tingkat pengungkapan
LKPD.
Heri Andisa faktor- | Variabd Y Regres Tidak satupun dari
Atapson | faktor yang | Pengungkapan Linier variabel yang diuji
\% mempengaruhi Laporan Keuangan yang menunjukkan
Girsang | tingkat Variabel X adalanya pengaruh
(2015) pengungkapan 1. Ukuran signifikan, atau dengan
laporan pemerintah kata lain variabe
keuangan daerah, ukuran pemerintah
pemerintah 2. Rasio daerah, rasio
daerah  (Studi kemandirian kemandirian keuangan
pada LKPD keuangan pemerintah daerah,
Kabupaten/K ota pemerintah diferensiasi fungsiona
Provins  Jawa daerah, pemerintah daerah,
Tengah 2010- | 3. Diferensiasi pembiayaan utang
2012) fungsional pemerintah daerah,

pemerintah

tingkat ketergantungan
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daerah pemerintah daerah
4. pembiayaan terhadap  pemerintah
utang pusat, dan  umur
pemerintah pemerintahan  daerah
daerah, tidak berpengaruh
5. Tingkat terhadap tingkat
ketergantungan pengungkapan LKPD
pemerintah Kabupaten/Kota  di
daerah Provinsi Jawa Tengah
terhadap periode 2010-2012.
pemerintah
pusat, dan
6. Umur
pemerintahan
daerah

C. KerangkaKonseptual

PAD merupakan salah satu pengukuran dari kekayaan suatu daerah.
Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka menunjukan semakin baik pula
kinerja daerah tersebut. Maka semakin besar dorongan untuk memberikan
informasi yang dibutuhkan stakeholders. Amalina (2014) menemukan bahwa
PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, sementaraitu penelitian
Puspita (2011) menyebutkan bahwa ratio PAD tidak berpengangaruh terhadap
tingkat pengungkapan. Semakin baik kinerja pemerintah semakin baik pula
tingkat pengungkapan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Retina (2008) menunjukkan bahwa jumlah aktiva
berkorelas negatif tetapi dengan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.
Martani (2010) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelas positif
dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
kabupaten/kota. Hasil penelitian Hilmi (2011) dan Zulfikar (2013) memberi hasl

yang berbeda, yaitu jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat
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pengungkapan laporan keuangan pemerintah provins di Indonesia. Dengan
adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan koreks dan
meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka
semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK
dalam laporan keuangan.

Menurut Khasanah (2014), semakin sedikit diferensias fungsional
semakin tinggi tingkat pengungkapan. Karena semakin sedikit diferensias
fungsional maka kompleksitas semakin menurun yang menyebabkan tingkat
pengungkapan semakin tinggi atau pengungkapan yang lebih baik. Walaupun
diferensias fungsional (SKPD) jumlahnya banyak namun kegiatan antar SKPD
cenderung generik maka tidak membutuhkan banyak pengungkapan.

Penelitian Martani (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah,
kompleksitas, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan LKPD.

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provins harus melaporkan
secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tingkat
pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

1. Pendahuluan (Penyagjian informasi umum tentang entitas pelaporan dan
entitas akuntang).
2. Penyagjian informas tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan

ekonomi mikro.
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3. Penygjian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

4.  Dasar penygjian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntans
keuangan.

5. Penygjian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan pada
lembar muka laporan keuangan.

6.  Pengungkapan lainnya.

7. Penutup.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dituangkan dalam bagan kerangka

konseptual pembahasan sebagai berikut:



[ Pemerintah Kota Binjai }
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian
kuantitatif menurut Sugiyono (2012) adal ah:
“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populas
atau sampd tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara
random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.”
B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Binja pada Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjal,
jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

Penelitian dimula pada bulan September hingga Desember 2018. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

40
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Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No Kegiatan Des | Jan- | Feb | Mar- | Apr- | Mei | Jun- | Jul-

18 19 | -19 | 19 19 | -19 | 19 19
1 | Pengajuan Judul
2 | Penyusunan Proposal
3 | Perbaikan Proposal
4 | Seminar Proposal
5 | Riset ke Lokas Penelitian

40

6 | Bimbingan Skrips
7 | Sidang MgaHijau

C.

Definis Operasional Variabel

Berikut definis operasiona variabel yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Indikator
Penelitian
Pengungkapan Terdiri dari kelengkapan | komponen LKPD
Laporan Keuangan | pengungkapan komponen LKPD | berdasarkan SAP

Daerah

berdasarkan SAP

(Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP))

LRA, LPSal, Neraca,
LO, LAK, LPE, CaLK

Kekayaan Daerah
(PAD)

Penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Perda sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Total pendapatan
dari: 1)hasil pajak
daerah;
2)hasil
daerah;
3)hasil  perusahaan
untuk daerah, dan

retribus
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2004)

hasl  pengelolaan

daerah yang
dipasarkan;
4)lain-lain
pendapatan adli
daerah yang sah.

Total Aset

Semua sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan  dimiliki  oleh
pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lau dari mana
manfaat ekonomi/sosia dimasa
depan yang diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan untuk
pemeliharaan sumber — sumber
daya karena adasan sgarah dan
budaya, Heriningsih (2013).

Aset Lancar, Investas
Jangka Panjang, Aset
Tetap, Aset Tidak
Berwujud, Aset Lain

Jumlah SKPD

Jumlah Pelaksana fungs eksekutif
yang harus berkoordinass agar
penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan bak (Girsang,
2015)

Jumlah SKPD

Temuan
Pemeriksaan

Jumlah temuan pemeriksaan (audit)
yang dilakukan BPK.
(Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara)

Jumlah temuan
pemeriksaan BPK

D. Jenisdan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer. Data

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012) yang menyatakan bahwa: “Sumber primer adalah

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Selain itu

dilakukan wawancara dengan para penyusun LKPD (Laporan Keuangan




Pemerintah Daerah) Kota Binjai yaitu pada Bidang Akuntans BPKPAD Kota

Binjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan
objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang
bersifat lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dokumentasi dengan
mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperoleh yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang digunakan

yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KotaBinjai.

F. Teknik Analisis Data

Daam menganaliss data, penulis menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Metode deskriptif adalah teknik yang dilakukan dengan
mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis data yang berhubungan dengan
masalah yang dihadapi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenal
faktanya.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen yang telah
digunakan sebelumnya dalam penelitian-penelitian terkait. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah (PAD), total aset, jJumlah
SKPD, dan temuan pemeriksaan. Alasan pemilihan keempat variabel tersebut

karena dapat mewakili karakteristik pemerintah daerah dari segi kekayaan



finansial, ukuran daerah, dan kompleksitas serta pengaruh eksternal melalui hasil
audit.

Variabel kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial
pemerintah daerah, variabel total aset menunjukkan ukuran daerah, sedangkan
variabel jumlah SKPD menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah. Ketiga
variabel tersebut sebagai proks dari karakteristik pemerintah daerah. Variabel
temuan pemeriksaan yang diukur dengan jumlah temuan digunakan sebagai proksi
dari hasil audit.

Dengan menggunakan ulasan faktor intervens terhadap data yang diperoleh
sehingga lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan standar angka-angka.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut:

Melakukan observas terhadap penyajian
LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah)

ags

Melakukan analisis terhadap variabel -variabel yang
diteliti, yaitu Kekayaan Daerah, Total Aset, Jumlah SKPD,
dan Temuan Pemeriksaan;

ags

Melakukan analisis terhadap kecukupan
Pengungkapan Laporan Keuangan

ags

Menarik kesimpulan atas penelitian yang
dilakukan

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasl Pendlitian
1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKPAD) K ota Binjai
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan
Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi Kelurahan
Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provins Sumatera Utara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binja Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok
sebagai berikut: “Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota
Binjai dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah”,
olehkarena itu salah satu fungs utama dari BPKPAD Kota Binjai adalah sebagai
Badan yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyal fungsi sebagai berikut :
a  Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan
APBD.

c. Melaksanakan fungs Bendahara Umum Daerah.
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Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Melaksanakan pengelolaan administrass umum yang meliputi pekerjaan
ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan,
organisas dan tata laksana kantor.

Melakukan koordinasi dengan instans terkait dalam rangka penagihan PBB,
BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya.

Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Adli Daerah (PAD)
dan pengembangannya(ekstensifikasi/intensfikasi).

Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB,
BPHTB, Retribus dan Pgjak Daerah Lainnya.

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran.
Melakukan pengendalian pelaksanakan APBD.

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
Pemerintah Daerah.

Mel aksanakan penilaian atas kinerja/prestas kerja bawahan.
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek,

yaitu :

1

Aspek Administras Keuangan Daer ah, tugasnya meliputi :

a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administras
pengendalian dan koordinasi belanja daerah.

b. Pengkajian kebutuhan daerah.

c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan
belanja daerah.

e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.

f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset
dagerah.

Aspek Pendapatan Daer ah, tugasnya meliputi :

a.  Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan

b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum

di bidang pendapatan.
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c. Melaksanakan pembinaan dan  pelaksanaan tugas di bidang
pendapatan.
3. Aspek Pengelolaan Aset Daer ah, tugasnya meliputi :

a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.

b. Koordinas perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan,

pengiventarisasian dan pencatatan aset.

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

aset daerah.

d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota

Binjai.

e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

Sesual dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Organisass dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai. Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binja mempunyai
struktur organisasi sebagai berikut :

1. KepaaBadan;
2. Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian,
c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
a. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Belanja Tidak Langsung;

b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Langsung;
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c. Sub Administras dan Pelaporan Perbendaharaan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Sub Bidang Belanja Langsung;

b. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;

c. Sub Bidang Verivikasi Anggaran Belanja Dan Pendapatan.
Bidang Akuntans terdiri dari :

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;

c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

a.  Sub Bidang Pelayanan PBB Dan BPHTB;

b. Sub Bidang Penetapan PBB Dan BPHTB;

c. Sub Bidang Pengendalian PBB Dan BPHTB.

Bidang Retribus Dan Pgjak Daerah Lainnyaterdiri dari :

a.  Sub Bidang Pelayanan Retribusi Dan Pgjak Daerah Lainnya;
b. Sub Bidang Penetapan Retribus Dan Pajak Daerah Lainnya;
c. Sub Bidang Pengendalian Retribus Dan Pajak Daerah Lainnya.
Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :

a.  Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;

b. Sub Bidang Optimalisasi Aset;

c. Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2. L aporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai
Laporan keuangan Kota Biniai telah disusun dengan mengikuti Standar

Akuntans Pemerintahan yang berlaku, dan disampaikan kepada DPR/DPRD
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk  mekanisme
pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak
eksternal karenanya laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan
pengungkapan yang memadai. Hal ini terlihat bahwa:
a. Telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang

mensyaratkan 7 unsur laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1) Laporan Realisas Anggaran;,

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3) Neraca;

4) Laporan Operasional;

5) Laporan Perubahan Ekuitas;

6) Laporan Arus Kas; dan

7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hal ini seperti tertuang dalam lembar pernyataan tanggung jawab Kepala
Daerah bahwa Laporan Keuangan Daerah telah disusun berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informas
Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan

Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
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Akrual. Berikut format pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah tentang

kelengkapan penyerahan LKPD.

G ?”.'. l-_‘—hl;‘-"-_‘

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai yang terdiri dari :

a.
b.

moo a0

7

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Neraca
Laporan Operasional (LO)
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah
menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas,
Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual.
Binjai, Maret 2018
WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD IDAHAM
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Selain itu, kelengkapan penyusunan LKPD Kota Binjai juga dapat dilihat
dari Berita Acara Serah Terima LKPD antara Pemerintah Kota Binjai dengan

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, seperti berikut:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimili (061) 4538140 Medan 20152

BERITA ACARA

PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Undang-undang Nomor |1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal
56 Ayat (3), menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sehubungan dengan hal tersebut pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Maret 2017, saya:

Nama : H.M. Ildaham, S.H., M.Si.
Jabatan : Walikota Binjai

Menyerahkan Laporan Keuangan Pgmerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah;
. Neraca;

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Laporan Arus Kas;

. Laporan Operasional;

Laporan Perubahan SAL;

. Laporan Perubahan Ekuitas;

. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

. Laporan Hasil Reviu Inspektorat;

. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
. Rekapitulasi Dana Desa.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama :  Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M.,Ak., C.A.
NIP : 196009241990032002
Jabatan :  Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara

Untuk dipergunakan dalam pemeriksaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pihak yang menyerahkan, ___Pihak yang menerima,

Zi 2 Kepala Perwakilan
-~ BPK Provinsi Sumatera Utara

Walikota Binjai

H.M_Idaham, S.H., M.8i Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M.,Ak., C.A.

Gambar: 4.1
Berita Acara Serah Terima LKPD Kota Binjai Tahun 2016
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b. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai selalu disusun tepat waktu sesuai

Peraturan Perudang-Undangan yang berlaku yaitu selambatnya 3 bulan (31

Maret) setelah berakhirnya tahun anggaran.

Alamat :

BINJAI - 20713

IrLIVINIINILI AN NUJIA DIINJAIL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Telepon/Fax (061) 42088521

SURAT PE

Binjai, 3|

Maret 2017

Kepada Yth :
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Perwakilan
di —

NGANTAR

Provinsi Sumatera Utara

Medan.

Nomor : 900- tu4 BPKPAD/2017

No Jenis yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Pemerintah Kota

Anggaran 2016.

Binjai Tahun

1. | Laporan Keuangan Unaudited | 2 (dua) Set

Diserahkan pada tanggal 31 Maret
2016 di Kantor Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan

Sumatera Utara.

Diterima tanggal

Oleh : ASUNE ARP) 4D

Gambar: 4.2

9621006 199008 1 001

Surat Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun

2016



B. Pembahasan

1. K ekayaan Daerah

Kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial pemerintah

daerah. Secara rinci jumlah kekayaan daerah telah di paparkan secara jelas dan

lengkap pada LKPD Pemko Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisas Pendapatan TA 2016 dan 2017

Tabel 4.1

Jumlah Jumlah
Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
(o]
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah 45.156.276.875,00 45.555.502.540,38 100,88 34.720.281.530,56
Retribusi Daerah 7.263.695.738,38 4.907.246.694,00 67,56 4.384.932.321,00
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah 4.212.978.767,00 3.385.642.489,00 80,36 3.234.448.564,00
yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang
sah 113.724.089.885,00 85.369.229.974,10 75.07 54.999.835.168,80
JUMLAH PAD 170.357.041.265,38 | 139.217.621.697,48 81,72 97.339.497.584,36
PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
PD:jzi Bagi Hasil 21.447.221.000,00 |  23.399.166.834,00 | 109,10 30.240.668.718,00
Dana Bagi Hasil
Pajak Bukan Pajak 2.082.156.000,00 920.628.036,00 | 44,22 1.727.075.207,00
(Sumber Daya
Alam)
Dana Alokasi
Umum 574.469.158.000,00 564.377.582.000,00 98,24 574.469.158.000,00
Dana Alokasi
120.316.335.000,00 100.753.593.803,00 83,74 141.490.578.295,00
Khusus
Sub Jumlah 718.314.870.000,00 | 689.450.970.673,00 95,98 747.927.480.220,00
Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya
Bagi Hasil Pajak 69.231.251.810,62 43.883.166.054,00 63,39 61.312.899.913,00
Sub Jumlah 69.231.251.810,62 43.883.166.054,00 63,39 61.312.899.913,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 8.819.111.400,00
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Jumlah Jumlah
Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 % Realisasi 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

Sub. Jumlah 0,00 0,00 0,00 8.819.111.400,00
JUMLAH
PENDAPATAN 787.546.121.810,62 | 733.334.136.727,00 93,12 818.059.491.533,00
TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 100,00 49.238.561.749,06
JUMLAH LAIN-
LAIN
PENDAPATAN 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 | 100,00 49.238.561.749,06
DAERAH YANG
SAH
JUMLAH
REALISASI 964.903.163.076,00 | 879.551.758.424,48 91,15 964.637.550.866,42
PENDAPATAN

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Binjai per 31 Desember 2016-2017 terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan adi daerah yang sah berikut anggaran dan realisas tahun

berjalan serta tahun sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun sedangkan pendapatan yang diperoleh dari

pemerintah pusat baik

yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah

merupakan pors terbesar dalam penyel enggaraan Pemerintah Kota Binjai.

1) Pendapatah hasil pgjak daerah;

2) Pendapatan hasil retribus daerah;

Secaralebih detil telah dirincikan total pendapatan dari:

3) Pendapatn hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan daerah yang

dipisahkan; dan.
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4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Akuntans Pendapatan
dan Belanja Daerah, Bapak Agus Kirnanda, dijelaskan bahwa pengungkapan
kekayaan pemerintah daerah yang di proyeksikan dengan penerimaan yang
diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah telah diungkapkan secara
detil dan berbasis akrual seuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntans Pemerintahan Berbasis Akrual. Berdasarkan
pengaungkapan ini, mengindikasikan bahwa pengungkapan kekayaan daerah
yang di proyeksikan dengan Pendapatan Daerah telah diungkapkan dengan

jelas dan lengkap.

2. Aset Daerah

Aset daerah Pemerintah Kota Binjai telah di tampilkan dengan lengkap
dan jelas, jumlah aset dalam neraca telah jelas disebutkan nilai dan jenisnya
dilampirkan dalam lampiran LKPD Pemko Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel

berikut:



Tabel 4.2
Penyajian Nilai Aset dalam Nerara Pemerintah Kota Binjai TA 2016 dan

2017
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URAIAN

31 Desember
2017

(Rp)

31 Desember 2016

(Rp)

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

43.315.848.339,84

16.350.504.503,32

Kas di Bendahara

. 0,00 0,00
Penerimaan
Kas di Bendahara 43.346.533,00 43.296.533,00
Pengeluaran
Kas di BLUD 1.952.990.649,00 1.812.679.156,00

Kas Lainnya

483.524.785,83

1.097.099.278,83

Setara Kas

0,00

0,00

Investasi Jangka Pendek

0,00

0,00

Piutang Pendapatan

46.078.583.332,84

42.317.545.282,00

Piutang Lainnya

57.583.356.530,84

63.914.689.302,61

Penyisihan Piutang

(47.513.211.204,15)

(44.655.563.358,20)

Beban Dibayar Dimuka

50.000.000,00

0,00

Persediaan

10.562.796.172,00

13.142.994.395,92

JUMLAH ASET LANCAR

112.557.235.139,20

94.023.245.093,48

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang
Non Permanen

Investasi Jangka Panjang
kepada Entitas Lainnya

0,00

0,00

Investasi Non Permanen
Lainnya

3.522.752.539,00

3.522.752.539,00

JUMLAH Investasi Jangka
Panjang Non Permanen

3.522.752.539,00

3.522.752.539,00

Investasi Jangka Panjang
Permanen

Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

20.376.225.047,83

20.633.872.910,42

Investasi Permanen
Lainnya

100.000.000,00

100.000.000,00

JUMLAH Investasi Jangka
Panjang Permanen

20.476.225.047,83

20.733.872.910,42

Penyisihan Piutang Dana
Bergulir
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Penyisihan Piutang Dana

. 3.522.752.539,00
Bergulir ( :

(3.522.752.539,00)

JUMLAH Penyisihan

Piutang Dana Bergulir (3.522.752.539,00)

(3.522.752.539,00)

JUMLAH INVESTASI JANGKA

PANJANG 20.476.225.047,83

20.733.872.910,42

ASET TETAP

Tanah 391.076.587.339,18 388.022.799.239,47

Peralatan dan Mesin 379.728.827.285,06 349.288.426.985,86

Gedung dan Bangunan 345.472.111.813,15 363.468.610.628,04

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.945.454.323.589,86

1.869.944.034.790,70

Aset Tetap Lainnya

60.694.513.643,32

59.094.433.041,33

Konstruksi Dalam
Pengerjaan

11.237.450.478,00

2.777.413.485,00

Akumulasi Penyusutan

(2.041.899.875.331)

(1.937.896.187.581)

JUMLAH ASET TETAP 1.091.763.938.817,23 1.094.699.530.589,27

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak 0,00 0,00

Ketiga

Aset Tidak Berwujud

294.710.000,00

294.710.000,00

Aset Lain-lain

19.568.108.379,27

22.558.613.268,27

Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya

(16.190.507.694,12)

(16.245.352.620,11)

Amortisasi Aset Tidak
Berwujud

(128.622.000,00)

(24.695.500,00)

JUMLAH ASET LAINNYA

3.543.688.685,15

6.583.275.148,16

JUMLAH ASET

1.228.341.087.689

1.216.039.923.741,33

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat seluruh komponen aset yang
terdir dari aset lancar dan aset tetap telah dicantumkan secara rinci. Berdasarkan
pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kota Binjai tahun 2016-2017 secara rinci
dicatatkan penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah,

mutas aset, reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setigp tahun dicatatkan
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berdasarkan pergerakan nila aset di setigp SKPD yang ada di lingkungan
Pemerintah Kota Binjai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Sistem Informasi
Keuangan Daerah, Bapak Junaidi P. Marbun, dijelaskan bahwa pengungkapan
penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutas aset,
reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan
pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Binjai, telah diungkapkan secara detil dan berbasis akrual seuai Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual. Berdasarkan pengaungkapan ini, mengindikasikan bahwa

pengungkapan nilai aset telah diungkapkan dengan jelas dan lengkap.

3. Jumlah SKPD
Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan, jumlah anggaran dan redlisas
anggaran telah jelas di cantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota

Binjai, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Realias Anggaran per SKPD Kota Binjai Tahun 2016
Nama SKPD Pendapatan Belanja Transfer | Pembiayaan SiLPA
LRA
1 2 3 4 5 6

Dinas 00,00 308.860.521.38 00,00 00,00 | (308.860.521.38
Pendidikan 9,00 9,00)
Dinas 9.389.483.100,0 | 81.382.369.467, 00,00 00,00 | (71.983.886.367
Kesehatan 0 00 ,00)
RSUD 34.202.628.470, | 88.226.265.190, 00,00 00,00 | (54.023.636.720
Dr.R.M.Djoel 00 00 ,00)
ham

Dinas 35.991.800,00 146.420.371.51 00,00 00,00 | (146.384.379.71
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Pekerjaan 2,00 2,00)
Umum
Dinas 676.601.700,00 | 34.445.554.393, 00,00 00,00 | (33.768.952.693
Tarukim 00 ,00)
Bappeda 00,00 | 5.954.277.986,0 00,00 00,00 (5.954.277.986,
0 00)
Dinas 1.976.432.976,0 12.055.870.597, (10.079.437.621
Perhubunga 0 00 ,00)
n
BLH 00,00 | 5.053.261.093,0 (5.053.261.093,
0 00)
DKP 611.393.000,00 | 40.174.970.922, (39.563.577.922
00 ,00)
Dinas Catpil 00,00 | 3.447.527.991,0 (3.447.527.991,
0 00)
Badan KB 00,00 | 8.937.177.889,0 (8.937.177.889,
dan PP 0 00)
Dinas Sosial 00,00 | 9.030.137.906,0 (9.030.137.906,
0 00)
Dinas 00,00 | 7.489.811.532,0 (7.489.811.532,
Koperasi 0 00)
Badan 00,00 | 5.632.261.296,0 (5.632.261.296,
Kesbang 0 00)
Satpol-PP 6.912.296.173,0 (6.912.296.173,
0 00)
BPBD 26.425.000,00 | 10.673.269.888, (10.464.844.888
00 ,00)
DPRD 5.534.295.397,0 (5.534.295.397,
0 00)
Walikota dan 539.207.408,00 (539.207.408,00)
Wakil
Walikota
Sekretariat 40.437.081.656, (40.437.081.656
Daerah 00 ,00)
Sekwan 16.441.799.468, (16.441.799.468
00 ,00)
BPKAD 7.351.227.630,0 (7.351.227.630,
selaku SKPD 0 00)
BPKAD 881.103.118.87 | 12.367.906.200, | 487.667.25 51.993.127.11 867.339.452.76
selaku PPKD 5,22 00 0,00 7,32 4,12
Dispenda 35.502.703.085, 17.421.003.555, 18.081.699.530,
20 00 20
Inspektorat 5.119.030.317,0 (5.119.030.317,
0 00)

Kantor

844.341.860,00

2.253.104.179,0

(1.408.762.319,
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Terpadu 0 00)

Binjai 4.916.826.266,0 (4.916.826.266,

Selatan 0 00)

Binjai Timur 6.101.448.016,0 (6.101.448.016,
0 00)

Binjai Barat 3.727.387.913,0 (3.727.387.913,
0 00)

Binjai Kota 4.341.855.400,0 (4.341.855.400,
0 00)

Binjai Utara 6.234.282.919,0 (6.234.282.919,
0 00)

BKD 6.535.029.970,0 (6.535.029.970,
0 00)

Kel. 138.062.319,00 (138.062.319,00)

Rambung

Dalam

Kel. Tanah 150.589.527,00 (150.589.527,00)

Merah

Kel. 151.550.669,00 (151.550.669,00)

Rambung

Timur

Kel. Tanah 142.049.500,00 (142.049.500,00)

Seribu

Kel. Bhakti 110.892.034,00 (110.892.034,00)

Karya

Kel. Binjai 219.444.424,00 (219.444.424,00)

Estate

Kel. Pujidadi

162.198.000,00

(162.198.000,00)

Kel.
Rambung
Barat

128.543.827,00

(128.543.827,00)

Kel. Tanah
Tinggi

128.180.421,00

(128.180.421,00)

Kel. Sumber
Karya

187.484.791,00

(187.484.791,00)

Kel.Tunggur

ono

259.633.868,00

(259.633.868,00)

Kel. Timbang

179.030.486,00

(179.030.486,00)

Langkat

Kel. Sumber 182.801.166,00 (182.801.166,00)
Mulyo Rejo

Kel. Dataran 129.648.500,00 (129.648.500,00)
Tinggi

Kel. 178.516.700,00 (178.516.700,00)

Mencirim
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Kel. 164.901.838,00 (164.901.838,00)
Sukaramai

Kel. Limau 158.871.000,00 (158.871.000,00)
Sundai

Kel. 165.911.607,00 (165.911.607,00)
Payaroba

Kel. 148.566.896,00 (148.566.896,00)
Sukamaju

Kel. Limau 138.345.433,00 (138.345.433,00)
Mungkur

Kel. Bandar 168.189.246,00 (168.189.246,00)
Senembah

Kel. Binjai 115.651.621,00 (115.651.621,00)
Kel. 213.557.871,00 (213.557.871,00)
Berngam

Kel. Setia 131.761.700,00 (131.761.700,00)
Kel. Satria 151.028.163,00 (151.028.163,00)
Kel. Tangsi 139.296.126,00 (139.296.126,00)
Kel. Kartini 148.797.281,00 (148.797.281,00)
Kel. Pekan 186.039.488,00 (186.039.488,00)
Binjai

Kel. Cengkeh
Turi

175.175.501,00

(175.175.501,00)

Kel. Damai 177.862.776,00 (177.862.776,00)

Kel. Jati 139.611.800,00 (139.611.800,00)

Karya

Kel. Nangka 129.062.000,00 (129.062.000,00)

Kel. Kebun 112.804.900,00 (112.804.900,00)

Lada

Kel. Jati 132.363.616,00 (132.363.616,00)

Makmur

Kel. Jati 135.547.397,00 (135.547.397,00)

Negara

Kel. 155.379.889,00 (155.379.889,00)

Pahlawan

Kel. Jati 119.436.615,00 (119.436.615,00)

Utomo

Kantor PMK 2.619.933.886,0 (2.619.933.886,
0 00)

Kantor 1.748.611.322,0 (1.748.611.322,

Perpustakaa 0 00)

n

Dinas 227.831.000,00 | 12.591.378.189, (12.363.547.189

Pertanian 00 ,00)

Dinas 31.600.000,00 | 8.034.462.385,0 (8.312.862.385,
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Pariwisata 0 00)
Jumlah 964.637.550.86 | 945.078.606.29 487.667.2 51.993.127.1 | 18.163.184.659
6,42 6,00 50,00 17,32 ,32

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, 2017

Penggunaan SILPA TA 2016 berasal dari SILPA TA 2015 merupakan sdlish

lebih/kurang

realisas pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun periode pelaporan.

Realiasi Anggaran per SKPD Kota Binjai Tahun 2017

Tabel 4.4

Pendapatan LRA Belanja Transfer | Pembiayaan SiLPA
Nama SKPD
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

Dlna.s . 30.108.636.208,0 267.502.875.134,00 (237.394.238.926,00)
Pendidikan 0 - -

Dinas
Kesehatan 9.121.715.700,00 83.887.861.099,00 ) } (74.766.145.399,00)

RSUD
Dr.R.M.Djoel 30.272.486.612,0 80.303.761.015,96 ) ) (50.031.274.403,96)
ham 0

Dinas
Peker_]aan 34.129.510,00 87.360.647.656,00 ) } (87.326.518.146,00)
Umum

Dinas
Tarukim 116.974.275,00 43.804.858.526,00 B B (43.687.884.251,00)

Satpol—PP B 8.070.293.689,00 ) ) (8.070.293.689,00)

BPBD 37.900.000,00 8.382.668.821,00 ) ) (8.344.768.821,00)

Badan 5.406.918.160,00 (5.406.918.160,00)
Kesbang - - -

Dinas Sosial

7.514.040.049,00

(7.514.040.049,00)

T2$a§'a Kerja 701.305.170.00 7.831.802.628,00 ) | (7.130.497.458,00)
Dinas PSAM . 4.870.424.110,00 ) ) (4.870.424.110,00)
Dinas

I;;%il;ungan 667.115.000,00 18.395.251.569,00 i | (17.728.136.569,00)
Dinas Catpil i 4.050.405.725,00 i i (4.050.405.725,00)
Disdalduk

dan KB

8.877.368.827,00

(8.877.368.827,00)
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Dinas

Perhubungan | 8:299.644.000,00 15.201.136.355,00 i i (6.901.492.355,00)
Badgn 3.775.420.363,00 (3.775.420.363,00)
Kominfo - - -

Dinas . 6.899.839.629,00 (6.899.839.629,00)
Koperasi - - -

Dinas

Penanaman 1.891.871.739,00 4.902.383.395,00 i i (3.010.511.656,00)
Modal

Dinas 50.950.000,00 3.905.282.613,00 (3.854.332.613,00)
Kepemudaan - -

Dinas

Perpustakaa ) 1.953.959.331,00 i i (1.953.959.331,00)
n

D1pa§ - 6.149.172.667,00 (6.149.172.667,00)
Pariwisata - -

Dinas

Ketapang 234.281.000,00 12.820.882.167,00 i | (12.586.601.167,00)
DPRD 8.712.477.173,00 (8.712.477.173,00)

Walikota dan
Wakil

562.300.878,00

(562.300.878,00)

Walikota
Sekretariat -|  52.773.411.783,00 (52.773.411.783,00)
Daerah - -
Sekwan | 21.945.138.833,00 ) | (21.945.138.833,00)
Kec.Binjai 6.731.277.086,00 (6.731.277.086,00)
Selatan - - _
Kec.Binjai
) 7.518.771.057,00 (7.518.771.057,00)
Timur - - -
Kec.Binjai 4.770.251.454,00 (4.770.251.454,00)
Barat - - -
Kec.Binjai 5.445.654.189,00 (5.445.654.189,00)
Kota - - -
Kec.Binjai 7.786.588.340,00 (7.786.588.340,00)
Utara - - -
Inspektorat ) 5.732.326.274,00 ) | (5.732.326.274,00)
Bappeda ) 6.806.828.651,00 ) | (6.806.828.651,00)
BPKAD
46.459.663.462,3 |  15.026.896.108,00 31.432.767.354,38
selaku SKPD s - - ’
BIPIEPAD 751.555.085.748, 6.250.542.702,00 | 588.720. | 15.687.285. | 760.403.107.251,25
selaku PPKD 10 825,00 030,15
BKD ) 7.095.765.627.00 ) | (7.005.765.627,00)
Jumlah 879.551.758.424 588.720. | 15.687.285
28 | 849.025.483.683,96 | >0 170 os0.15 | 45-624.838.945,67

Sumber: BPKPAD KotaBinjai, 2018
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Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 di atas dapat dilihat laporan realiasai
anggaran per SKPD telah dicantumkan secararinci, selain itu dari sisi pendapatan,
belanja, hingga pencatatan aset per SKPD juga telah dicatatkan dengan lengkap
dan mudah dipahami. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kota
Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan realisas penerimaan, belanja,
penambahan-penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutas aset,
reklas aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan
pergerakan nilai aset di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Binjai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa pengungkapan jumlah

SKPD telah dicatatkan dengan jelas dan lengkap.

4. Temuan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan yang diukur dengan jumlah temuan digunakan
sebagal proks dari hasil audit BPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kasubbid Sistem Informas Keuangan Daerah, Bapak Junaidi P. Marbun,
dijelaskan bahwa pengungkapan jumlah temuan pemeriksaan masih kurang,
temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu
persatu dalam penyajian laporan keuangan, temuan audit dijabarkan dalam bantuk
tindak lanjut kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya pada tahun 2015
tim audit BPK Rl memberikan rekomendasi untuk melakukan pemutahiran dan
validas data piutang PBB-P2.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun 2016 Pemerintah Kota

Binjai telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi BPK tahun sebelumnya



66

antara lain dalam menyajikan nilai piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2015 belum melakukan pemutahiran
dan validas data piutang PBB-P2, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti
yang lengkap tentang nilai tersebut di atas, karena tidak tersedia data dan
infformasi pada satuan kerja terkait yang mengakibatkan BPK tidak dapat
meyakini kewajaran penyagjian piutang PBB-P2 Pemerintah Kota Binja Pada
Tahun 2015. Selanjutnya, Pemerintah Kota Binjai dalam menyajikan nilai aset
tetap per 31 Desember 2015 yang di antaranya merupakan aset tanah, aset jalan
pemeriharaan dicatat telah mendahului perolehan awal aset induk dan aset tetap
lainnya belum disusutkan. Pemerintah Kota Binjai dalam menygjikan nilai
persediaan per 31 Desember 2015 belum menunjukkan nilai yang wajar hal ini
disebabkan karena pengurus/ penyimpan barang satuan kerja tidak membuat
catatan mutas persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai dan tidak
mencatat beban persediaan obat secara perpetua. Inilah yang membuat dasar
Opini Wagar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan oleh BPK pada
Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2014 berdasarkan
catatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Binjai diperoleh Opini Wajar
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) (LHP, BPK Tahun
2015-2016).

Namun demikian, tidak seluruh rekomendas atas temuan Tim Audit BPK
RI seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hal ini
terlihat dari masih adanya temuan-temuan terdahulu yang terus dicatatkan oleh

Tim Audit BPK pada LKPD tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat
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dipastikan bahwa pengungkapan temuan audit belum ditindak lanjuti secara
maksimal sehingga pengungkapannya dalam LKPD juga belum optimal.

Berdasarkan kelengkapan tersebut di atas, pada Tahun 2016 dan 2017
Pemerintah Kota Binjai berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI disamping faktor-faktor lain yang juga
mempengaruhi pemberian opini tersebut. Dibeberapa daerah masih adanya
Pemerintah Daerah yang memperoleh opini adverse dan disclaimer karena
penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi
tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Namun, apakah laporan keuangan
pemerintah yang memperoleh opini WTP memang telah mencerminkan |aporan
dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan
dari berbagai kalangan. Apakah laporan keungan yang di hasilkan oleh
pemerintah telah mencerminkan pengungkapan laporan dengan tingkat
pengungkapan yang baik.

Diantara penelitian terkait pengungkapan laporan keuangan pemerintah
pernah dilakukan  Hilmi (2012), Martani (2012), Setyaningrum (2012), dan
Khasanah (2014). Namun, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian.
Sedangkan Martani (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten/Kota untuk Tahun anggaran 2006. Penelitian ini
menggunakan sampel 100 LKPD TA 2006 dan hasilnya menunjukkan bahwa
kekayaan daerah, kompleksitas, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian Hilmi
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(2012), Martani (2012), serta Setyaningrum (2012) menunjukkan bahwa kekayaan
daerah yang diproksikan dengan total pendapatan adli daerah berpengaruh postif
terhadap

tingkat pengungkapan LKPD. Namun hal berbeda dihasilkan dari penelitian
Khasanah (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan kekayaan
daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian terkait tingkat
pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang hasiinya
menunjukkan bahwa persentase tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah
daerah melalui LKPD masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum
adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh (Lesmana, 2010).
Hasil penelitian Martani dan Lestiani (2012) dengan menggunakan data LKPD
Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa tingkat
pengungkapan wajib LKPD sebesar 35,45%. Lesmana (2010) menyatakan tingkat
pengungkapan wajib yang mash sangat rendah sebesar 22% dengan
menggunakan data LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2007.
Penelitian Hilmi dan Martani (2012) menyatakan hasil yang sama bahwa tingkat
pengungkapan wajib atas LKPD Provinsi di Indonesia tahun 2006-2009 masih
rendah yakni sebesar 44,56%. Hasil cukup tinggi diungkapkan Setyanigrum
(2012), dimana tingkat pengungkapan wajib sebesar 52,09% atas LKPD

Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesmpulan

Setelah melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya adapun kesimpulan

yang dapat ditarik yaitu:

1

Kekayaan daerah Pemerintah Kota Binjai telah di paparkan secara jelas
dan lengkap pada LKPD Pemko Binjai. Seluruh jenis penerimaan pajak
daerah, retribus daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan adi daerah juga secara terperinci
dijabarkan secara jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan
kekayaan daerah yang di proyeksikan dengan Pendapatan Daerah telah
diungkapkan dengan jelas.

Aset daerah Pemerintah Kota Binjai telah di tampilkan dengan lengkap
dan jelas, jumlah aset dalam neraca telah jelas disebutkan nilai dan
jenisnya dilampirkan dalam lampiran LKPD Pemko Binjai. Seluruh
komponen aset yang terdir dari aset lancar dan aset tetap telah
dicantumkan secara rinci. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada
LKPD Kote Binjai tahun 2016-2017 secara rinci dicatatkan penambahan-
penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutas aset, reklas
aset, hingga penyusutan seluruh aset setiap tahun dicatatkan berdasarkan

pergerakan nilai aset di setiagp SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah
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Kota Binjai. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa
pengungkapan aset daerah telah diungkapkan dengan jelas lengkap.

Jumlah SKPD seluruhnya dilaporkan, jumlah anggaran dan realisasinya
telah jelas di cantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.
Laporan realiasi anggaran per SKPD telah dicantumkan secararinci, selain
itu dari sis pendapatan, belanja, hingga pencatatan aset per SKPD juga
telah dicatatkan dengan lengkap dan mudah dipahami. Berdasarkan
pengamatan yang dilakukan pada LKPD Kote Binjai tahun 2016-2017
secara rinci dicatatkan realisas penerimaan, belanja, penambahan-
penambahan dan pengurangan aset pemerintah daerah, mutasi aset, reklas
aset, hingga penyusutan seluruh aset setigp tahun dicatatkan berdasarkan
pergerakan nilai aset di setigp SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah
Kota Binja. Berdasarkan ha tersebut dapat dipastikan bahwa
pengungkapan jumlah SKPD telah diungkapkan dengan jelas dan lengkap.
Temuan yang diukur dengan jumlah temuan yang digunakan sebagai
proks dari hasil pemeriksaan BPK. Jumlah temuan pemeriksaan tahun
sebelumnya dan tahun berjalan tidak disebutkan satu persatu dalam
penyajian laporan keuangan, temuan audit dijabarkan dalam bantuk tindak
lanjut kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. tidak seluruh rekomendasi
atas temuan Tim Audit BPK RI seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan-
temuan terdahulu yang terus dicatatkan oleh Tim Audit BPK pada LKPD

tahun Dberikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa
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pengungkapan temuan pemeriksaan BPK belum ditindaklanjuti secara

maksimal sehingga pengungkapannya dalam LKPD juga belum optimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai yaitu disarankan kepada
Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan tindak lanjut rekomendasi atas
temuan-temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa BPK tahun-tahun sebelumnya,
selain untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) juga
dalam rangka mencukupi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di

tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2013. Prosedur Pendlitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.

Arinda Putri, Rizky. Faktor Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah
dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provins
Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Dian Nuswantoro.

Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan
Pada PT JAPFA COMFEED TBK. Jurna Akuntans Bisnis Dan
Publik, 11(1), 115-122.

Asyrofi, M. Zaenuddin. 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi
atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/ kota di pulau jawa
tahun anggaran 2014).

Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Andisis Aplikasi Dan Penerapan
Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungss Permintaan Dan
Penawaran. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 11(1), 103-114.

Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Anaisis Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematikamelalui Metode Practice Rehearsal Pairs pada SiswaSMA
Al-Hidayah Medan. Biormatika: Jurna ilmiah fakultas keguruan dan
ilmu pendidikan, 6(1), 74-78.

Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belgar, Pengendalian Diri, Motivas,
Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi
Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 87-100.

Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan
Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. Jurnal
Akuntansi Bisnis dan Publik, 11(1), 156-166.

Creswell, JW. 2014. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. Edisi ke-4. Sage Publications,Inc.

Daniel, Niko Ulfandri. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan
Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia). Skripsi Sarjana. Universitas Padang.

Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan
Literass Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima
Kebun. Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 1(3), 184-
197.



Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.
Medan. CV. Brama Ardian.

Fadly, Y. (2019). PerformaMahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For
Soecific Purpose (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi
(UNPAB) MEDAN. Jurnal Akuntansi Bisnisdan Publik, 9(2), 190-201.

Girsang, V. 2015. Andisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada
LKPD Kabupaten/Kota Provinss Jawa Tengah 2010-2012).
Diponegoro Journa of Accounting Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015,
Halaman 1-11  http://gournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting
ISSN (Online): 2337-3806.

Hennink, M., Hutter, ., dan Bailey, A. (2011). Qualitative research methods.
London: Sage Publications Ltd

Heriningsih, Rusherlistyani. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis, Volume 13, Nomor 02. UPN Y ogyakarta.

Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward
Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provins
Sumatera  Utara. Junal AKMAMI  (Akuntanss  Manaemen
Ekonomi), 1(3), 95-109.

Lesmana, Sigit . 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Thesis, Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Deter minants Competition Oligopoly Market
Telecommunication Industry in Indonesia. KnE Social Sciences, 760-
770.

Nasution, A. P. (2018). Implementass Anggaran Berbasis Kinerja Daam
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan
Datuk Bandar Tanjung Balai. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2),
15-25.

Nasution, A. P. (2019). Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan
Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Jurnd
Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 1-13.

Nasution, D. A. D. (2018). Andisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah,
akuntabilitas dan transparans terhadap kinerja  keuangan
pemerintah. Jurna Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149-162.

Nasution, D. A. D. (2019, August). The Effect of Implementation Islamic Values
and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem
Religious Employees at Regional Financial Management in the North
Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference &
Exhibition 2019 (IHCE) (Val. 1, No. 1, pp. 1-7).


http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/

Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntans Keuangan Daerah,
Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah
Datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 99-111.

Ritonga, M. (2018). Faktor Mangemen Biaya Dan Mangemen Pemasaran
Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri
Rumahan Di Kota Binjai. JUMANT, 8(2), 68-78.

Sari, M. N. (2020). Pengaruh Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading
Volume Terhadap Initial Return.Jurnal Akuntans Bisnis dan
Publik, 11(1), 18-27.

Sari, P. B. (2020). Andisis Opini Going Corncern Pada Perusahaan Farmasi di
Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). Jurnal Akuntansi
Bisnis dan Publik, 10(2), 189-196.

Yunus, R. N. (2020). Andiss Multimoda Pada Iklan Layanan
Masyarakat. JUMANT, 12(2), 83-89.



	lembar judul.pdf (p.1-15)
	1 abstrak.pdf (p.16-17)
	2 KATA PENGANTAR.pdf (p.18-19)
	3 DAFTAR ISI.pdf (p.20-23)
	BAB I.pdf (p.24-34)
	BAB II.pdf (p.35-62)
	BAB III.pdf (p.63-67)
	BAB IV.pdf (p.68-91)
	BAB V.pdf (p.92-94)
	Daftar Pustaka.pdf (p.95-97)

